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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai  

penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat 

Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha 

dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan 

merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis 

Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan 

penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha 

(business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) 

proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha 

secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan 

Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak 

seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui 

penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik 

dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. 

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan 

menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. 

Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan 

memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku 
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Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat 

Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha 

dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. 

Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha 

dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 

a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko; 

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission); 

d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko; dan 

h. sanksi. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

 

Pasal 3  

Cukup jelas. 

 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

Cukup jelas. 
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Pasal 6  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Sektor perdagangan termasuk perdagangan berjangka 

komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas, dan 

metrologi legal. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas.  
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Huruf p 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan: 

1. “parameter Risiko” adalah parameter yang digunakan untuk 

menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan. 

Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan 

besar. 

2. “jangka waktu” adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah  untuk menerbitkan Perizinan 

Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan 

Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak 

dokumen lengkap dan benar. 

3. “masa berlaku’’ adalah masa berlaku Perizinan Berusaha 

berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk 

menunjang kegiatan usaha. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan: 

1. “persyaratan” adalah suatu tindakan yang harus dilakukan 

oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha. 

2. “kewajiban” adalah tindakan yang harus dilakukan oleh 

Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.  

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 
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Ayat (12) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Data dapat berupa statistik, literatur, berita, laporan publik, dan 

sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan dan 

melakukan analisis Risiko. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8  

Cukup jelas. 

 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10  

Cukup jelas. 

 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

 

Pasal 12  

Cukup jelas. 

 

Pasal 13  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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